
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86 TAHUii 20n

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 0
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan leblh lanjut ketentuan Pasal feraturan
Daerah Nemer 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran endapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapka Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pend patan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; I

1. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1985 tentang Paja ~umi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Und g-Undang
Nemer 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nemer 21 Tahun 1997 tentang Bea Pe lehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

enggaraan

t:::~ra;

emeriksaan

I
rrencanaan

merintahan
hir dengan

7. Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2004 tentang
Pengelelaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang Pen
Negara yang Bersih dan Bebas dan Kerupsi, Kelusi dan Ne

4. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuang

5. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Per
Negara;

6. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah ter
Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008;

10. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang erimbanaan
Keuangan Antma Pemerintah Pusat dan Pemerintah 0 erah; -



11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pe
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibuko
Kesatuan Republik Indonesia;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D
Retribusi Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentan
Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Protoko!er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang P
Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenta
Akuntansi Pemerintahan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentan
Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten
Perimbangan;

rintahan
Negara

I
rah dan

erah;

retribusi

edudukan
irwakilan

Iilgelolaan

Standar

Pinjaman

19 Dana

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tent 9 Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hi h·,

22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang engelolaan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenta Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah JDaerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang25. l'ngelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan M
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan B
Tahun Anggaran 2011;

b6 tentang
Iana telah
teri Dalam

10 tentang
Inja Daerah

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang fenge'o'aa I
Barang Daerah;



30. Peraluran Daerah Nomor 20 Tahun 2004 lenlang udukan
Keuangan Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rak t Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta;

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang P
Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun 2008 lenlang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-20 2'

33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 lenlang rganisasi
Perangkal Daerah;

34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

35. Peraluran Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubaha Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

36. Peraluran Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tenlang enjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga n 2011;

MEMUTUSKAN :

Menelapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN P IUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA TAHUN
ANGGARAN 2011.

PASALI

Seberapa kelenluan dalam Peraluran Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 lenlang
Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Serila Da
Daerah Khusus Ibukola Jakarta Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut

1. Kelentuan Pasal1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai rikut:

Pasal1

Anggaran Pendapalan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semu
Rp 28.507.735.420.065,00 (dua puluh delapan lriliun lima ralus tujuh mili
liga puluh lima juta empat ralus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah
sejumlah Rp 3.249.153.658.595,38 (liga lriliun dua ralus empal puluh se
seralus lima puluh tiga jula enam ralus lima puluh delapan ribu lima ra
puluh lima rupiah liga puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp 31.756.88
(liga puluh salu lriliun lujuh ralus lima puluh enam miliar delapan ralus d
sembilan jUla lujuh puluh delapan ribu enam ralus enam puluh rupia
delapan sen) dengan rincian sebagai berikul :

berjumlah
lujuh ralus
bertambah
bilan miliar
s sembilan
078.660,38
apan puluh
liga puluh

a.

b.

Pendapalan

1) Semula Rp 26.079.200.674.665,00

l.060.531 ,00
2) Bertambah Rp 766.492.385.866,00

Jumlah Pendapalan Rp 26.845.
Selelah Perubahan

Belanja

I1} Semula Rp 27.875.807.120.065,00
I2) Bertambah Rp 3.046.554.599.237,38

lJumlah Belanja Selelah Rp 30.922. 1.719.302,38
F'erubahan
(Defisit) setelah Perubahan



c. Pemblayaan

1) Penerimaan
a) Semula
b) Bertambah

Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan

2) Pengeluaran
a) Semula
b) Bertambah

Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan

Rp
Rp

Rp
Rp

2.428.534.745.400,00
2.482.661.272.729,38

631.928.300,000,00
202.599.059.358,00

Rp

Rp

4.911,19 T8.129,38

834.52 . 59.358,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 4.076.66 .658.771,38

2.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebaga

Pasal2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gub

Pasal3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagIan yang tida
dar! Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

0.00

lerikut:

lagaimana

rur ini.

~rpisahkan I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku s ut terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota akarta.

Ditetapkan di Jakarta I
pada tanggal 29 September all

GUBERNUR PROVINSI DAE KHUSUS
IBU TA JAKART

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Sep temb e r 2a11

SEKRETA~IS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
I IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
I NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2fll NOMOR 86




